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PUTUSAN

Nomor 1442/Pdt.G/2023/PA.Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama lIslam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
xXXxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXK XXXXKKKK, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada ASEP YADI RUDIANA,
SH. - CANDRA ISWANTO, SH., MH. Advokat / Pengacara
pada Kantor Hukum BEN'S & PARTNERS, yang beralamat di
Kp.tegal Junti, xxxxxx RW.004, Kelurahan Tegal Munjul,
Kecamatan Purwakarta, XXXxXxxxxx XXXXXXxxxX, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/IX/BH-Perm/PA/2023 tanggal
13 September 2023;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, umur 31 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX
XXXXXX,  XXXX  XXXXXXXXX,  XXXXXKKKK  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX;
Tergugat;
Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2023 yang
didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, = Nomor
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442/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, pernikahan dilaksanakan di
Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah dicatat oleh Kantor
Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXxXxX, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana
ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXxXX, Kabupaten Purwakarta, dengan
Nomor : 0290/044/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA dan telah bergaul
baik selayaknya suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (Purwkarta, 25 Juni 2016 / umur 7
tahun).
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan
sejahtera, namun sejak Bulan April 2020, Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan antara
lain:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga

kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat.

b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.

c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang

baik.
4, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2023, dimana Tergugat telah menjatuhkan
talak secara tertulis terhadap Penggugat pada Tanggal 24 Januari 2023, yang
akibatnya Penggugat tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN PURWAKARTA,
sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai
dengan sekarang.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menerima kondisi
Tergugat tetapi setelah sekian lama belum menampakkan hasil apa yang
diharapkan, sebagai manusia, Penggugat tidak tahan dengan kondisi tersebut
sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan, maka oleh
karena itu Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang

terbaik.
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6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan musyawarah
untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
membuahkan hasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak
merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan
Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah
tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan
menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara
ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat
agar kiranya Pengadilan Agama Purwakarta Cq. Majelis Hakim berkenan untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (PERI HERIAWAN Bin
DEYET) terhadap Penggugat (RIZKY FARADILLA Binti KANTOM);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono), atas terkabulnya dihaturkan
terimakasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
1442/Pdt.G/2023/PA.Pwk  tanggal 27  September 2023 dan  Nomor
1442/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai
nafkah anak dicabut oleh Penggugat;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-
bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214051006950006 tanggal 17
September 2020 atas nama Rizky Faradilla yang dikeluarkan oleh Pemerintah
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0290/044/V/2016 tanggal 20 Mei
2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukatani XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;
B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat
tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, RT.013 RW.005, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, adalah Sepupu Penggugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN
PURWAKARTA,;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai
seorang anak bernama ANAK (Purwkarta, 25 Juni 2016 / umur 7 tahun);
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2020 sudah
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga
kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering
mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan

Tergugat bertengkar;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari
2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di XXxxXxX XxxxxxX, RT.013 RW.005, XXXX XXXXXXXX,
XXXXXKXXXK XXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, adalah Ibu Kandung Penggugat,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Purwkarta, 25 Juni
2016 / umur 7 tahun);
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA,;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2020 sudah
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
adalah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada
Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh
Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap
Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin
komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
bulan Januari 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
1442/Pdt.G/2023/PA.Pwk  tanggal 27  September 2023 dan  Nomor
1442/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan
April 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada
Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat,
Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga
telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan sampai sekarang tidak pernah
bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasanalasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan
Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban
untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana
tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya
sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan

Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan
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: asal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan
Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah
dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Purwkarta, 25 Juni 2016 / umur 7 tahun),
sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya
Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap
Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal
171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dan telah
dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Purwkarta, 25 Juni 2016 / umur 7
tahun);

2. Bahwa sejak bulan April 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat tidak
memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah
tangga ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata
kasar terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
terjalin komunikasi yang baik;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari
2023, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai beriku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan
terbukti bahwa sejak bulan April 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan tidak pernah bersatu
kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H. Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp70.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp48.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
+
Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)
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